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PENETAPAN
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.KAG

q/.’:(")‘J
AZNFEN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pelayanan Terpadu telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah),

antara:

Hamidi bin Madenin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh, tempat tinggal di Desa Pedamaran |, Kecamatan
Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir, Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon I;

Yustini binti Aban, umur 50, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,
tempat tinggal di Desa Pedamaran |, Kecamatan Pedamaran,
Kabupaten Ogan Komering llir, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il, dan memeriksa alat-

alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan permohonan
dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2016 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.KAG
tanggal 11 April 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri sah, akad nikah
dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Dusun lll, Desa Pedamaran |,

Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Selasa
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tanggal 06 bulan 04 tahun 1980, wali nikah Aban dengan mas kawin berupa
uang Rp. 200.000 tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1.
M. Ali, 2. Liter;

2. Bahwa wali nikah Pemohon Il adalah bernama Aban, Umur 60, agama

Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Pedamaran;

3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali

tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon | ada

mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada perjanjian pernikahan;

7. Bahwa Pemohon Il pada saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak

dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon |l merupakan

pernikahan pertama bagi keduanya dan status bujang / gadis;

9. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon II tidak memiliki hubungan
kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan yang

dapat menjadi larangan perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il;

10.Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi

umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;

11.Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan atas dasar
persetujuan Pemohon | dan Pemohon Il tanpa paksaan dari pihak

manapun;

12.Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebelum melaksanakan akad nikah

sudah melengkapi administrasi pernikahan;

13.Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon | dengan

Pemohon Il tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon |
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dengan Pemohon Il masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan

hukum dan tetap sama-sama dalam agama Islam;

14.Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal di Pedamaran selama 35 tahun, selama pernikahan tersebut
Pemohon | dengan Pemohon Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Yudi Kurniawan

umur 25 tahun, anak tersebut ikut Pemohon | dan Pemohon II;

15.Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini
sangat dibutuhkan oleh Pemohon | dan Pemohon Il sebagai bukti otentik
atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il untuk memenuhi kelengkapan
administrasi membuat akta kelahiran, dan oleh karena itu Pemohon | dan
Pemohon Il mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari
Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 06 April 1980
yang dilaksanakan di Desa Pedamaran |, Kecamatan Pedamaran,

Kabupaten Ogan Komering llir adalah sah berdasarkan hukum;

16. Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il mohon kepada Pengadilan
Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Hamidi bin Madenin dengan Yustini
binti Aban yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 bulan 04
tahun 1980 di Dusun IlI, Desa Pedamaran |, Kecamatan Pedamaran,

Kabupaten Ogan Komering llir, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku atau
apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputuskan

dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan

Pemohon Il datang menghadap sendiri di persidangan;
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Bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah diumumkan terlebih
dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama
Kayuagung dengan Surat Pengumuman Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.KAG guna
memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan
terhadap permohonan Pemohon | dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak

yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dilanjutkan
dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon | dan

Pemohon Il tetap pada permohonannya dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3
orang anak yang bernama:
- Yudi Kurniawan lahir tanggal 30 Maret 1990;
- Eriandi Saputra lahir tanggal 25 April 1994;
- Uci Aulia lahir tanggal 10 Juni 2007;
Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0601102009660001 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Ogan Komering llir tanggal 22 Agustus 2008 yang bermeterai cukup, telah
dinazegelend setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi
tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0601108000640001 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Ogan Komering llir tanggal 07 April 2008 yang bermeterai cukup, telah
dinazegelend setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi
tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon | Nomor 1602030904120021
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Ogan Komering llir, tanggal 09 April 2012 yang bermeterai
cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.3);
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4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KK.06.02.06/0T.01/068/2015 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran
tanggal 26 Februari 2016 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend
setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti
(P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon | dan Pemohon Il juga telah

mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1. Armedi bin Majid, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Desa Pedamaran |, Kecamatan
Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir, Saksi menerangkan bahwa
saksi adalah keponakan Pemohon Il dan Saksi tersebut di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri;

- Bahwa ketika Pemohon | dan Pemohon II menikah saksi hadir;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan pada
tanggal 06 April 1980;

- Bahwa ketika menikah Pemohon | berstatus jejaka sedangkan Pemohon
Il berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga
sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah
Pemohon Il yaitu ayah kandung Pemohon Il dengan Pemohon | dan
disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M. Ali dan Liter serta maharnya
berupa uang Rp. 200.000 dibayar secara tunai dan dilaksanakan
berdasarkan syari’at Islam;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon II
beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il membina rumah tangga,
tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan
mereka;

- Bahwa sekarang Pemohon | dan Pemohon Il telah mempunyai 3 orang
anak kandung;
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- Bahwa dahulu ketika Pemohon | dan Pemohon II menikah keduanya
tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikabh;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan pengesahan nikah ini
dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon |
dan Pemohon Il dan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon | dan
Pemohon II;

2. Musmawati binti Madenin, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Pedamaran I,
Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering |llir, Saksi
menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon Il dan di
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri;

- Bahwa ketika Pemohon | dan Pemohon Il menikah saksi tidak hadir;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan pada
tanggal 06 April 1980;

- Bahwa ketika menikah Pemohon | berstatus jejaka sedangkan Pemohon
Il berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga
sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah
Pemohon Il yaitu ayah kandung Pemohon Il dengan Pemohon | dan
disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M. Ali dan Liter serta maharnya
berupa uang Rp. 200.000 dibayar secara tunai dan dilaksanakan
berdasarkan syari’at Islam;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon I
beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il membina rumah tangga,
tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan
mereka;

- Bahwa sekarang Pemohon | dan Pemohon Il telah mempunyai 3 orang

anak kandung;
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- Bahwa dahulu ketika Pemohon | dan Pemohon Il menikah keduanya
tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan pengesahan nikah ini
dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon |
dan Pemohon Il dan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon | dan
Pemohon II;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon

penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak

terpisahkan dengan penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang
beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal
49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo
pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi

absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon | dan
Pemohon 1l telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh
Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung,
guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap
permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka

pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan

pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il keduanya
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telah menikah pada tanggal 06 April 1980 menurut agama Islam di Kabupaten
Ogan Komering llir akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pedamaran sehingga Pemohon | dan Pemohon Il
tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan
penetapan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon | dan

Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan
pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ltsbat Nikah dapat
diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah
dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak
bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya
permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan
telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis mutandis
Pemohon | dan Pemohon Il merupakan persona standi in judicio pada perkara

a quo;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon | dan Pemohon I
tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan
berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan
hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres
Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh
karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tetap harus
dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan
dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3 dan
P.4 yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285
RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut
telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenubhi
ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal
301 Ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan bukti otentik yang
disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il
adalah penduduk di Desa Pedamaran I, oleh karenanya Majelis Hakim menilai
bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon | dan Pemohon Il
berada dalam wilayah kompetensi Kabupaten Ogan Komering llir, oleh
karenanya Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk menangani

perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama
Pemohon | merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang
menerangkan bahwa Pemohon | sebagai kepala keluarga dan Pemohon Il
sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai
bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon | dan

Pemohon Il mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran merupakan
bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il belum tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pedamaran, oleh karenanya keduanya berhak mengajukan
perkara permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon | dan

Pemohon Il mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan
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oleh Pemohon | dan Pemohon Il tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak
terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan
persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar

keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa
para saksi melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon | dan Pemohon I,
kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya
sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang
telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum syara’ sehingga kesaksian dua orang saksi
tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya keterangan kedua
orang saksi Pemohon | dan Pemohon Il dapat dipertimbangkan lebih lanjut

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat
langsung peristiwa akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il yang dilaksanakan
pada tanggal 06 April 1980, di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan
Komering llir, ijab kabul dilakukan antara Pemohon | dengan ayah kandung
Pemohon Il dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama M.
Ali dan Liter dengan mahar berupa uang Rp. 200.000 dibayar tunai dan
dilaksanakan secara agama Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal
tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan
rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum

syara’ sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang telah
menikah secara Islam pada tanggal 06 April 1980 di Kecamatan

Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I

berstatus perawan dan beragama Islam;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan nasab

maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya.

4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ijab kabul dilakukan antara wali nikah
Pemohon Il yaitu ayah kandung Pemohon Il dengan Pemohon | dan
disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M. Ali dan Liter serta maharnya

berupa uang Rp. 200.000 dibayar secara tunai;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il belum
pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak

ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun nikah sebagaimana
yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara
syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan

yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan
Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis,

antara lain berbunyi :
Jsie Cpaliy s sad e adas iy dina SO el o 1S5 s 5eall i

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut
Thalibin IV : 254);
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Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi
seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum

atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di
catatkan oleh para Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari
perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
yang berlaku secara efektif pada Tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan
pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat
muslim akan pentingnya pencatatan penikahan. Oleh karena itu realitas
semacam ini patut diperhatikan sebagai alasan logis terabaikannya pencatatan
pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana
telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat
mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu didukung kesadaran
hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum

pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalii permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan
ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka
perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari
mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya secara ex officio Hakim
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memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan

pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Hamidi bin Madenin)
dengan Pemohon Il (Yustini binti Aban) yang dilaksanakan pada tanggal 06

April 1980 di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk melaporkan perkawinan
tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten

Ogan Komering llir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kayuagung dalam Pelayanan
Terpadu Itsbat Nikah pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriyah, oleh H.lvan Yuzni Amarullah, M., S.H.
sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Bobi Yusuf Noor Fajar, S.HI.

sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut
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diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri

oleh Pemohon | dan Pemohon IlI.

Hakim Tunggal

H.lvan Yuzni Amarullah, M., S.H.

Panitera Pengganti

Bobi Yusuf Noor Fajar, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.  75.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 166.000,-
Terbilang (seratus enam puluh enam ribu rupiah)
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